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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas eksistensi kepemimpinan politik perempuan dalam Partai 

Politik Solidaritas Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia 

merupakan salah satu syarat untuk mencapai keseimbangan gender, peran perempuan 

dalam politik diyakini dapat memberikan perubahan positif pada proses pembuatan 

kebijakan atau undang-undang yang lebih baik untuk masyarakat agar tidak bias 

gender. Dalam UU No 2 Tahun 2008 pasal 20 juga termaktub bahwa kepengurusan 

Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam 

AD dan ART Partai Politik masing-masing. Eksistensi perempuan dalam Partai 

Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta tidak terlepas 

dari kemampuan wanita dalam memberikan gagasan dan ide yang dibutuhkan untuk 

perkembangan bangsa. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan pelatihan khusus bagi 

para perempuan melalui partai politik sehingga para kaum perempuan memiliki akses 

untuk berperan aktif dalam politik di Indonesia. Untuk menjelaskan fenomema 

kepemimpinan politik perempuan dalam Partai Politik PSI. Penelitian ini 

menggunakan teori kepemimpinan dan menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data wawancara sebagai data 

primer dan studi pustaka sebagai data sekunder.  

Kata Kunci : Kepemimpinan Politik, Perempuan, Partai Solidaritas Indonesia  
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Pendahuluan 

Pada beberapa dekade terakhir ini kita sering mendengar sebuah kata tentang 

kesetaraan gender yang diidentikkan dengan keinginan yang sama dari perempuan agar 

sejajar dengan kaum laki-laki dalam segala domain aktivitas sehari-hari, termasuk 

dalam dunia politik dan pemerintahan, dan tentunya perempuan ingin terlibat aktif 

dalam segala aspek kehidupan; politik, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Namun 

dalam ruang-ruang tertentu, tidak ketinggalan juga pembahasan mengenai perempuan 

yakni sebagai kaum maskulin dan feminin.1 

Partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Ilmu Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, mempunyai nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya.2  

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang 

didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh Giring Ganesha sejak 16 

November 2021. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak 

muda, perempuan, dan lintas agama. Pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan 

Umum menyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi semua persyaratan 

dan lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019. PSI dinyatakan lolos dengan persentase 

keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 66,66 persen. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes 

Oka mengatakan, hal itu dapat tercapai karena partainya berkomitmen ingin mewakili 

kaum perempuan.3 

                                                             

1Imron Wasi, S.Sos (2020), Politik, Partai Politik, & Perempuan. Frontstage and Backstage. Sebuah 

Catatan, (Jakarta: CV Budi Utama), hlm. 20 
2, Ibid, hlm. 14 
3https://www.liputan6.com/news/read/3296075/psi-partai-baru-yang-lolos-dengan-keterwakilan-

perempuan-tertinggi yang diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 22.23 WIB. 

https://www.liputan6.com/news/read/3296075/psi-partai-baru-yang-lolos-dengan-keterwakilan-perempuan-tertinggi
https://www.liputan6.com/news/read/3296075/psi-partai-baru-yang-lolos-dengan-keterwakilan-perempuan-tertinggi
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Dari penjellasan diatas maka penelitian ini mengambil tema bagaimana 

eksistensi perempuan di dalam kepemimpinan politik dan bagaimana kepemimpinan 

politik kaum perempuan pada Partai Solidaritas Indonesia khususnya di Dewan 

Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 – 2021 

 

Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan Fred Fiedler (1967). 

kepemimpinan secara umum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, memimpin, menggerakkan, mengarahkan dan 

bila perlu memaksa orang lain atau kelompok lain untuk menerima pengaruh itu dan 

selanjutnya kemudian menciptakan sesuatu yang membantu untuk mencapai sesuatu 

yang telah ditetapkan.4 Fiedler (1967), mengatakan teori kepemimpinan merupakan 

pola hubungan antara individual yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya 

terhadap kelompok agar bekerjasama untuk mencapai tujuan. 

Fred Fiedler mengembangkan apa yang dikenal dengan Contingency Model of 

Leadership. Fiedler terkenal sebagai orang pertama ahli teori manajemen yang 

mengatakan bahwa efelktivitas kepemimpinan bergantung pada situlasi. Gaya 

kepemimpinan ini berhubungan dengan pertemuan antara pemimpin dengan situlasi 

yang paling cocok.  Teori ini menekankan penggunaan gaya yang berbeda atas 

kepemimpinan yang cocok terhadap kebutuhan yang diciptakan oleh situlasi organisasi 

yang berbeda. Gaya kepemimpinan dapat berupa motivasi tugas atau motivasi 

hubungan. Pemimpin tugas adalah utamanya berkenaan dengan pencapaian tujuan, 

sebaliknya pemimpin hubungan adalah berkenaan dengan pengembangan hubungan 

interpersonal yang dekat. 

                                                             

4Hasan Hariri, Ridwan, Dr. Dedy H. Karwan (2017), Evolusi Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Menuju Kepemimpinan Efektif, (Yogyakarta: Expert), hlm. 1-2. 
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Metode Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digu lnakan pada pelnellitian ini pelnelliti melmilih 

melnggulnakan meltodel kulalitatif delskriptif. Pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan 

kulalitatif u lntulk melnggambarkan masalah dan fokuls pelnellitian. Meltodel kulalitatif 

adalah langkah-langkah pelnellitian sosial u lntulk melmpelrolelh data delskriptif belrulpa telks 

dan gambar. Hal ini selsulai delngan apa yang diu lngkapkan Lelxy J. Molelong, bahwa data 

yang diku lmpullkan dalam pe lnellitian ku lalitatif belrulpa kata-kata, gambar, bu lkan angka. 

Meltodel pelnellitian kulalitatif adalah me ltodel yang tidak melnggulnakan dasar kelrja 

statistik, teltapi didasarkan pada bu lkti kulalitatif. 

Meltodel kulalitatif adalah stu ldi yang melnulnjulkkan proseldulr pelnilaian yang 

melnghasilkan data delskriptif belrulpa kata-kata telrtullis ataul lisan orang dan pe lrilaku l 

yang diamati. Dalam hal ini pe lnelliti melnafsirkan dan melngintelrpreltasikan data yang 

dipelrolelh pelnelliti dari wawancara, obse lrvasi, relkaman u lntulk melndapatkan jawaban 

atas pelrtanyaan selcara rinci dan je llas. 

Melnulrult Molelong, meltodel pelnellitian ku lalitatif melngacul pada sulatul 

pelndelkatan yang belrtuljulan ulntulk melmahami felnomelna-felnomelna yang belrkaitan 

delngan pelngalaman yang dipe llajari, selpelrti tingkah laku l, pelngamatan, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, melnggambarkannya selcara holistik dalam be lntulk kata-kata dan 

bahasa pada kontelks khulsuls yang wajar bila me lnggulnakan meltodel ilmiah.5 Melnulrult 

Delnzin dan Lincoln, pelnellitian kulalitatif adalah kelgiatan yang melnelmpatkan pelnellitian 

kel dulnia.6 

 

                                                             

5Moleong (2006), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, edisi revisi. 

6Creswell (2018), “Penelitian Kualitatif & Desain Riset”, hlm 58. 
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Pembahasan 

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI 

 Dekade terakhir tellah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 

perkembangan politik perempuan di berbagai belahan dunia. Hal ini tentunya dapat 

dijadikan sebagai mata rantai dalam komponen calon perempuan untuk melancarkan 

kembali dirinya dalam persaingan politik praktis. Meningkatnya tren perempuan dalam 

jabatan publik tentunya memberikan banyak harapan bagi calon legislatif perempuan 

di Indonesia.7 Pada dasarnya perempuan dihadapkan pada adanya nilai dan norma yang 

berkembang dalam suatu bidang tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dengan 

bidang lainnya. Dan perempuan mampu beradaptasi dengan lingkungannya dalam 

perkembangannya baik dari privat maupun publik.8 

 Hak hak perempuan dalam politik meningkat. Ini mendapat pengakuan 

representatif dari berbagai kalangan dan pemerhati. Secara konstitusional Dalam UU 

No 2 Tahun 2008 pasal 20 juga termaktub bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 

paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai 

Politik masing-masing. Peluang ini menjadi poros utama perempuan dalam kegiatan 

khusus untuk memanfaatkan peluang. Perempuan harus mempersiapkan diri untuk 

meningkatkan kualitas dan keahliannya serta ketrampilannya agar dapat berpartisipasi 

dalam pemberdayaan melalui organisasi politik untuk mengambil langkah-langkah 

positif yang dapat direpresentasikan kepada rakyat dalam keputusan politik yang 

positif untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik, 9  (ikut berperan aktif dalam 

perumusan kebijakan dan undang-undang). 

                                                             

7Imron Wasi, S.Sos (2020), Politik, Partai Politik, & Perempuan. Frontstage and Backstage. Sebuah 

Catatan, (Jakarta: CV Budi Utama), hlm. 73. 
8Ibid, hlm. 74 
9Nurhidayah (2012), Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan 

Kebijakan. Journal of Educational Social Studies, JESS Vol. 1, No. 1, hlm. 14.  
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  Berbicara keterwakilan perempuan di parlemen berarti berbicara tentang 

keterwakilan deskriptif dan substantif. Reprentasi deskriptif adalah bentuk representasi 

yang didasarkan pada kesamaan antara perwakilan dan yang diwakili dalam hal ini 

masyarakat. Representasi substantif adalah konsep representasi yang menunjukkan 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh perwakilan sesuai dengan kepentingan yang 

diwakilinya.10 

 Partai Solidaritas Indonesia merupakan kekuatan politik baru yang ingin 

mengembalikan politik pada tempat yang semestinya. PSI lahir dari pengetahuan 

bahwa politik adalah tugas mulia untuk menciptakan kebahagiaan bagi semuanya. PSI 

berdiri pada tanggal 16 November 2014. oleh karena itu, PSI bertekad mengakhiri 

pergolakan politik dengan mengembalikan nilai-nilai luhur politik. PSI ingin 

mengembalikan politik pada nilai-nilai luhur untuk menghasilkan negarawan yang 

pemikiran dan tindakannya didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara indonesia 

yang lebih besar dan jangka panjang, bukan hanya kepentingan politik pribadi jangka 

pendek. 

 PSI melmpulnyai telkad ulntulk melndorong partisipasi pelrelmpulan dalam du lnia 

politik agar para kau lm pelrelmpulan dapat telruls melnyularakan su laranya di dalam 

pelrpolitikan dan ju lga dalam lingku lp ulmulm. 

Pada tahu ln 2021 ju lmlah kelpelngulrulsan partai di DPW PSI ada 7 posisi jabatan 

dimana 3 posisi jabatan didu ldulki olelh kaulm pelrelmpulan.(Tabel.1)  

No. Nama Jabatan 

1. Michaell Victor Sianipar Keltula 

2. Mi’raj Yulsulf Al Farisy Wakil Keltula I 

3. Mulhammad Fathony Wakil Keltula II 

                                                             

10Agus Hiplunudin (2019), Politik Gender (Yogyakarta: Suluh Media), hlm. 58. 
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4. E llva Farhi Qolbina Selkreltaris 

5. Allya Natasya Au lrora Wakil Selkreltaris 

6. Andrelw Darmawan Belndahara 

7. Dina Triana Wakil Belndahara 

Tabel 1 Struktur Kepengurusan DPW PSI DKI Jakarta  

Sumber: Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta (Lampiran 6) 

Hal ini melmbe lrikan gambaran bahwa prelselntasel pelngulruls pelrelmpulan dalam 

kelpelngulrulsan mellelbihi 30% ku lota keltelrwakilan pelrelmpulan di ranah politik. Hal ini 

dikulatkan olelh keltelrangan dari  E llva Farhi Qolbina: 

 ”Strulktu lr kelpelngulrulsan di tingkat DPW ada 7 posisi de lngan posisi 

pelngulruls pelrelmpulan ada 3. Selcara total kelpelngulrulsan melmang haruls 

melmelnulhi kulota selbanyak minimal 30%. Di Partai Solidaritas Indonelsia 

selndiri ulntulk kaulm pelrelmpulan kulota yang ada su ldah mellelbihi 30%, ada 

selkitar 40%-50% kulota kaulm pelrelmpulan di Partai Solidaritas Indonelsia.”11 

 

Ulraian di atas me lnulnjulkkan bahwa keltelrwakilan pelrelmpulan dalam stru lktulr 

kelpelmimpinan DPW PSI sangat konsiste ln ulntulk kaulm pelrelmpulan dalam belrpolitik 

dan suldah melme lnulhi syarat kulota 30%, artinya ke ltelrwakilan pelrelmpulan di DPW PSI 

bulkan selkeldar khayalan me llainkan selbulah fakta yang haru ls diaprelsiasi delngan baik. 

 

Rancangan Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI 

Melrulmulskan masalah ke lbijakan melrulpakan salah satu l langkah yang paling 

krulsial dalam pelnellitian kelbijakan pulblik, karelna banyak pelngambil kelpultulsan yang 

gagal melnyellelsaikan masalah pu lblik bulkan karelna meltodel pelnyellelsaian masalah yang 

salah, teltapi karelna masalah yang disellelsaikan salah. Se lpelrti yang dikatakan Ru lssell L. 

Arkoff, kelsulkselsan dalam melmelcahkan masalah me lmbultulhkan solu lsi yang telpat ulntulk 

                                                             

11Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
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masalah yang  te lpat. Namu ln melnulrult Arkoff, hal yang le lbih selring melmbulat gagal 

delngan melnye llelsaikan masalah yang salah daripada me lnelmulkan solulsi yang telpat 

ulntulk masalah yang telpat.12 

Tahap pelrulmulsan kelbijakan melrulpakan tahapan kritis dalam prose ls kelbijakan. 

Ini telntang prosels dimana pelmbulat kelpultulsan melmilih kelbijakan altelrnatif, biasanya 

melmpelrtimbangkan elfelk langsulng dari pilihan altelrnatif ultama telrselbult. Prosels ini 

biasanya melngulngkapkan dan melndistribu lsikan kelkulasaan dan daya tarik antara 

kelpelntingan sosial, politik dan e lkonomi yang be lrbelda. Fasel pelrulmulsan kelbijakan 

mellibatkan  idelntifikasi dan/atau l kombinasi tindakan alte lrnatif  u lntulk melngatasi 

masalah dan melmpelrselmpit  solu lsi dalam pelrsiapan u lntulk pelnelntulan kelbijakan akhir.13 

Pelmbulatan kelbijakan adalah pe lngelmbangan kelbijakan yang elfelktif dan dapat 

ditelrima ulntulk melnangani isu l-isul dalam rancangan ke lbijakan. Prosels pelmbulatan 

kelbijakan haru ls mellaluli tahap analisis. Pe lrelncanaan kelbijakan dan belrbagai altelrnatif 

pilihan kelbijakan haru ls dianalisis ulntulk melnelmulkan kelbijakan yang paling telpat, 

elfelktif dan relalistis ulntulk melngatasi masalah te lrselbult. Belbelrapa modell analisis dalam 

pelmbulatan kelbijakan, misalnya: analisis e lfelktivitas biaya, mode ll mulltiobjelktif, 

analisis kelpultulsan (Delcision Analysis), analisis siste lm (Systelm Analysis), pelnellitian 

tindakan dan telknik kellompok nominal.14 

Pada relntang waktu l tahuln 2020-2021 Partai Solidaritas Indone lsia di DPW 

belrsama delngan tim kelrja belselrta fraksi me lmbulat selbulah rancangan kelbijakan yang 

belrfokuls pada kelkelrasan selksulal telrhadap pelrelmpulan dan anak. Dalam me lmbulat 

rancangan kelbijakan telrselbult selmula pelngulruls tulrult andil ulntulk melmbelrikan idel-ide l 

barul dan pelngulruls pelrelmpulan puln banyak yang iku lt melngambil bagian dalam 

                                                             

12Evi Satispi & Kurniasih (2019), Buku Ajar Kebijakan Publik (Teori Dan Aplikasinya), (Jakarta: UMJ 

Press), hlm. 129. 
13Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani (2016), Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan 

Publik, Jurnal Review Politik, Vol. 06, No. 2, (Desember), hlm. 210. 
14Ibid, 
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melnyulsuln rancangan ke lbijakan telrselbult. Sampai pada akhirnya lahirnya se lbulah 

rancangan kelbijakan yang belrnama BUlKUl SAKUl. 

Telrkait delngan kelikultselrtaan pelngulruls pelrelmpulan dalam melmbulat rancangan 

kelbijakan dipaparkan pu lla olelh E llva Farhi Qolbina se llakul Keltula DPW PSI DKI 

Jakarta: 

 ”Seltellah mulncull angka affirmativel action minimal 30%, melnjadi 

selbulah aculan ulntulk DPW melngaktifasi pelran para pelrelmpulan dalam 

melmbulat rancangan-rancangan kelbijakan. Tidak hanya se lmelrta-melrta 

melmelnulhi kelbultulhan kulota itul selndiri. Ada belbelrapa contoh rancangan-

rancangan kelbijakan yang dibu lat diantaranya melmbulat platform yang 

melnjadi DNA nya Partai Solidaritas Indone lsia belrsama fraksi yang be lrfokuls 

pada kelkelrasan selksulal pada pelrelmpulan dan anak yang kelmuldian platform 

telrselbult melnjadi selbulah BUlKUl SAKUl.”15 

 

 Delngan delmikian, paparan diatas me lnulnjulkkan bahwa para pe lngulruls 

pelrelmpulan di DPW PSI telrlibat dalam melnyulsuln rancangan ke lbijakan partai. Para 

pelngulruls pelrelmpulan tulrult andil bulkan hanya pada saat melnyulsuln rancangan kelbijakan 

namuln julga dalam melmbelrikan idel-idel selrta gagasan-gagasan hingga rancangan 

kelbijakan telrselbult akhirnya melnjadi selbulah kelbijakan yang belrmanfaat bagi se lsama. 

 

Implementasi Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI 

 Pemahaman umum tentang implementsi kebijakan dapat ditemukan dalam 

pernyataan Grindle bahwa implementasi adalah suatu proses administrasi umum yang 

dapat dilihat pada tingkat program tertentu proses implementasi dimullai hanya ketika 

tujuan dan sasarab telah ditetapkan, program aksi dibangun, sumberdaya disiapkan dan 

dialokasikan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan terkait antara tujuan 

kebijakan dan implementasinya dengan hasil kegiatan. Setiap kebijakan yang dibuat 

harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap inilah dapat 

dilihat “ kesesuaian” berbagai faktor bagi keberhasilan implementasi kebijakan atau 

                                                             

15Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
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program tersebut. Alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan melibatkan aksi, interaksi dan reaksi dari para 

pelaksana kebijakan.16 

 Rumusan lebih rinci tentang kebijakan praktik dikutip oleh Winarno adalah 

bahwa penegakan kebijakan adalah: 

“Tahap pelmbulatan kelbijakan antara pelmbulatan kelbijakan dan konselkulelnsi 

kelbijakan bagi masyarakat yang telrkelna dampaknya. Jika kelbijakan tidak 

selsulai/tidak dapat melreldulksi masalah yang melnjadi sasaran kelbijakan, 

kelbijakan telrselbult bisa saja gagal, melskipuln kelbijakan itul dilaksanakan 

delngan belnar." (Eldward III dalam Winarno, 2007:174).17 

 

 Pelngarulh kontelks implelmelntasi telrlihat seltellah kelbijakan diimplelmelntasikan. 

Hal ini melnulnjulkkan bahwa prose ls implelmelntasi kelbijakan melrulpakan salah satu l 

langkah dan momelntulm yang sangat pelnting dalam melmbelntulk ataul melmbulat 

kelbijakan sellanjultnya, karelna implelmelntasinya melnelntulkan belrhasil atau l tidaknya 

kelbijakan telrselbult dalam melncapai tuljulannya. Olelh karelna itul, kata-kata dari kelbijakan 

yang  dibu lat tidak melmiliki arti atau l hanya rangkaian kata-kata yang bagu ls dan baku l 

yang telrelkam rapi dalam se lbulah dokulmeln jika tidak dilaksanakan.18 

 Dalam praktelknya, implelme lntasi kelbijakan haru ls dilihat pelnelrapan dan 

rellelvansi modell delskriptif yang dibu lat. Hal ini selsulai delngan pandangan Mazmanian 

dan Sabatielr yang melngelmulkakan pelrlulnya kelrangka  analisis imple lmelntasi. Melnulrult 

pelrspelktif ini, implelmelntasi kelbijakan dipelrlulkan ulntulk melnelntulkan elfelktivitas dan 

rellelvansi kelrangka kelrja saat ini u lntulk melmandul implelmelntasinya.19 

                                                             

16https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-

b.pdf yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.06 WIB. 
17Lidwina Galih Puspa Ratna (2011), Kepuasan Informasi Bagi Kaum Perempuan Pada Media Online 

Wolipop.com, E-journal (September), hlm. 6. Yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.29 

WIB. 
18Dr. Nuryanti, S.IP., M.Si (2015), Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan 

Evaluasi Kebijakan Publik), (Yogyakarta: LeutikaPrio), hlm. 137-138. 
19Novita Tresiana & Noverman Duadji (2021), Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital 

Sosial dan Koproduksi, (Yogyakarta: Suluh Media), hlm. 12. 

https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf
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 Hasil akhir dari imple lmelntasi kelbijakan seltidaknya diwu ljuldkan dalam 

belbelrapa indikator, yaitu l kellularan yang biasanya tampak dalam be lntulk konkrit, hasil 

yang biasanya tampak dalam ru lmulsan tuljulan, selpelrti telrcapainya pelmahaman 

masyarakat ataul lelmbaga, kelulntulngan atau l manfaat, melmiliki belntulk, elfelk ataul akibat 

yang belrbelda-belda, baik yang diinginkan mau lpuln yang tidak diinginkan dan ke llompok 

sasaran, mau lpuln individu l dan kellompok.20 

 Pada prosels implelme lntasi kelbijakan yang dilaksanakan ole lh DPW PSI dalam 

hal ini implelmelntasi Bu lkul Sakul, suldah belrjalan delngan baik dan se lsulai delngan 

harapan. DPW PSI me llakulkan roadshow kel DPD dan DPC ulntulk 

melngimplelmelntasikan Bu lkul Sakul telrselbult. Selbagaimana dipaparkan pu lla olelh E llva 

Farhi Qolbina sellakul Keltula DPW PSI DKI Jakarta. 

 ”Dalam prosels pelnyulsulnan Bulkul Sakul, ada belbelrapa pihak yang 

telrlibat dalam pelnyulsulnannya telrmasulk para kaulm pelrelmpulan di DPW 

delngan cara belrkonsulltasi delngan Komnas Pelrlindulngan Pelrelmpulan dan 

Anak, Jakarta Felminis, Lelmbaga Bantulan Hulkulm (LBH). DPW dalam hal ini 

mellakulkan roadshow kel DPD dan DPC u lntulk mellakulkan sosialisai te lrhadap 

para pelngulruls partai pelrelmpulan di tingkat DPD dan DPC. Awalnya Bu lku l 

Sakul ini hanya akan di bulka ulntulk intelrnal Partai Solidaritas Indonelsia saja 

namuln akkhirnya Bu lkul Sakul telrselbult di bulka ulntulk ulmulm.”21 

 

 Dalam hal imple lmelntasi kelbijakan, para pelngulruls pelrelmpulan di DPW PSI ju lga 

banyak telrlibat. Selsama pelrelmpulan, para pelngulruls pelrelmpulan di DPW PSI ini sangat 

vokal dalam melngimplelmelntasikan Bu lkul Sakul yang melmang dipelrulntulkan khulsu ls 

ulntulk pelrelmpulan dan anak gu lna melnjaga selsama agar telrhindar dari tindak ke ljahatan 

kelkelrasan selksulal yang korbannya rata-rata adalah pelrelmpulan dan anak. 

 

Evaluasi Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai PSI 

                                                             

20Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (2015), Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik 

(Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas), (Gorontalo: UNG Press Gorontalo), 

hlm. 16. 
21Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 



831 
 

 E lvalulasi pada dasarnya adalah tinjau lan telrhadap pellaksanaan program yang 

dilaksanakan dimana pe llaksanaan program dimasa yang akan datang dipe lrkirakan, 

dipelrhitulngkan dan dipantau l agar lelbih baik lagi. Delngan delmikian, elvalulasi lelbih 

preldiktif daripada kelsalahan masa lalu l dan belrtuljulan ulntulk melningkatkan pellulang 

kelbelrhasilan program. E lvalulasi adalah u lpaya ulntulk melngulkulr dan melnilai pelncapaian 

hasil yang diharapkan se lcara objelktif. Hasil elvalulasi dimaksu ldkan selbagai ulmpan 

balik ulntulk pelrelncanaan kel delpan.22 

 E lvalulasi ataul kajian kelbijakan melrulpakan bagian tahap akhir, yaitu l kelbijakan 

tidak dapat diabaikan be lgitul saja teltapi haruls dipantau l, dan salah satu l melkanisme l 

kontrol ini diselbult “elvalulasi kelbijakan”. Elvalulasi kelbijakan selndiri dilakulkan ulntulk 

melnilai seljaulh mana elfelktivitas kelbijakan dapat dipelrtanggulngjawabkan kelpada pihak 

yang melmbulatnya. Sellain itu l, elvalulasi dipelrlulkan ulntulk mellihat kelselnjangan antara 

harapan dan kelnyataan selrta melncari kelkulrangan dan melnultulpi kelkulrangan.23 

 E lvalulasi kelbijakan adalah e lvalulasi telrhadap belbelrapa kelgiatan yang 

direlncanakan, dipultulskan dan dilaksanakan. Dimana tuljulan elvalulasi adalah u lntulk 

melngeltahuli seljaulh mana kelbijakan melncapai tuljulan, yang kelmuldian dipelrhitulngkan 

dalam elvalulasi dan pelrbaikan implelmelntasi kelbijakan telrselbult.24 

 E lvalulasi bulkanlah hal yang mu ldah. Para pelmangkul kelpelntingan selringkali 

melngabaikan hal ini. Paling tidak, foku ls melrelka bulkan pada kelgiatan elvalulasi 

mellainkan pada pelrulmulsan, relkomelndasi ataul pelngawasan. Ada banyak hambatan 

ulntulk kelgiatan elvalulasi, telrmasulk keltelrbatasan psikologis, ke ltelrbatasan kelulangan, 

keltelrbatasan telknis, keltelrbatasan politik, ke ltelrbatasan su lmbelr daya elvalulasi.25 

                                                             

22Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP (2022), Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi 

Dan Evaluasi, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru), hlm. 139. 
23Joko Pramono, S.Sos., M.Si (2020), Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: 

Unisri Press), hlm. 48. 
24Ibid, 
25Subarsono, AG (2005), Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar), hlm. 130-131. 



832 
 

 Dalam hal elvalulasi implelmelntasi kelbijakan di DPW PSI, para pelngulru ls 

pelrelmpulan tidak hanya telrlibat dalam melmbulat rancangan ke lbijakan, implelmelntasi 

kelbijakan, namu ln julga telrlibat dalam elvalulasi implelmelntasi kelbijakan telrselbult. Para 

pelngulruls pelrelmpulan di DPW PSI banyak tulrult andil dalam me lmbelrikan elvalulasi nya. 

E lvalulasi yang dibelrikan dapat belrulpa kritik, saran, masu lkan mau lpuln tambahan. 

Keladaan ini dipelrkulat olelh keltelrangan Ellva Farhi Qolbina sellakul Keltula DPW PSI DKI 

Jakarta dan Patriot Mulslim sellakul Keltula Bappilul DPW PSI DKI Jakarta: 

”Sampai saat ini implelmelntasi kelbijakan masih telruls di elvalulasi. Melminta 

masulkan dari telman-telman pelrelmpulan, dari pelngulruls partai delngan 

melngadakan forulm yang belrtuljulan ulntulk melnjaring elvalulasi dari 

implelmelntasi kelbijakan yang su ldah dibulat. Pelngulruls pelrelmpulan di DPW 

banyak telrlibat dalam hal melmbulat rancangan kelbijakan, melngimplelmelntasi 

kelbijakan sampai pada melngelvalulasi implelmelntasi kelbijakan yang su ldah 

dibulat.”26 

 ”Dan dalam hal elvalulasi dari implelmelntasi kelbijakan yang su ldah 

dibulat, para pelngulruls pelrelmpulan ini banyak melngambil tindakan dan julga 

andil ulntulk melngelvalulasi kelbijakan-kelbijakan yang melmang pelrlul ulntulk di 

elvalulasi agar melnjadi kelbijakan yang lelbih baik. Selbagai contoh, salah satul 

belntulk elvalulasi yang dilaku lkan delngan cara melmbelrikan masulkan-masulkan 

selcara langsulng dalam rapat u lntulk program-program yang seldang 

dilaksanakan.”27 

 

DPW PSI masih terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang 

sudah dibuat. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dievaluasi diperbaiki dan 

dipertajam agar dapat menjadi kebijakan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk 

semua. 

 

Eksistensi Perempuan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI 

                                                             

26Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
27Wawancara pribadi dengan Bro Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
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Pada hakelkatnya, manu lsia adalah makhlu lk politik (zoon politicon). Dalam 

kelhidulpannya, manu lsia mellakulkan intelraksi sosial politik antara dula orang ataul lelbih, 

gulna mellakulkan kelgiatan sosial politik u lntulk melmelnulhi kelbultulhan selhari-hari. 

Melnulrult Plato, manu lsia adalah bagian zoon politicon dan seltiap manu lsia adalah bagian 

telrkelcil dari su latul bangsa.28 

Partisipasi pelrelmpulan dalam politik me lnjadi pelnting karelna pelrelmpulan 

melmiliki kelbultulhan khu lsuls yang hanya dapat dipahami olelh pelrelmpulan itu l selndiri. 

Jika ulrulsan pelrelmpulan dipelrcayakan kelpada wakil-wakil yang tidak be lrpihak pada 

pelrsoalan pelrelmpulan, hampir bisa dipastikan ke lbijakan yang dibu lat tidak selnsitif 

telrhadap pelrsoalan pelrelmpulan.29 

 Partisipasi pelrelmpulan dalam du lnia politik delngan melmbelrikan ku lota 30% 

mellaluli UlUl Pelmilul No 10 Tahu ln 2008, belbelrapa kellompok pelrelmpulan melnyambult 

baik wacana ini delngan melngambil langkah u lntulk melmbanguln momelntulm bagi 

pelrelmpulan dalam relkrultmeln politik pelrelmpulan. Kelbelradaan pelrelmpulan melrulpakan 

tindakan selselorang atau l selkellompok orang, dalam hal ini pe lrelmpulan, ulntulk melncapai 

tuljulan telrtelntul. Tuljulannya adalah u lntulk melncapai kelseltaraan gelndelr.30 

Pada tataran inte lrnasional siste lm hulkulm hak asasi manu lsia intelrnasional, 

pelngakulan hak asasi pe lrelmpulan selbagai hak asasi manu lsia didasarkan pada De lklarasi 

Ulnivelrsal Hak Asasi Manu lsia yang ditelrbitkan pada tahu ln 1947 dan diseltuljuli olelh 

Majellis Ulmulm PBB yang disahkan pada tanggal 10 Delselmbelr 1948. Delklarasi ini 

melrulpakan awal dari kodifikasi standar pe lngakulan hak asasi manu lsia, telrmasulk hak-

hak pelrelmpulan. Diantara hak-hak yang diproklamasikan adalah pe lrsamaan, kelbelbasan 

dan kelamanan bagi se lmula, hak u lntulk belbas dari pelrbuldakan, pelnyiksaan atau l 

                                                             

28Sandy Diana Mardlatillah (2020), Perempuan Dan Politik : Peran Perempuan Dalam Dunia Politik 

Periode 2009-2019, Jurnal Equalita Vol. 4 Issue 2, hlm. 162.  
29Very Wahyudi (2018),“Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender,” Politea: Jurnal Politik 

Islam 1: 1 (Januari-Juni), hlm. 63-83. 
30Ibid, hlm 255 
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pelrlakulan melrelndahkan martabat, ulntulk diakuli selbagai individu l dihadapan hu lkulm, 

atas keladilan, kelbelbasan belrbicara dan partisipasi politik.31 

Pelran ultama pelrelmpulan dalam politik haru ls dipelrkulat dan dipelrdalam. 

Pelngulatan melngacul pada kulantitas dan ku lalitas kelpelmimpinan politik. Dipe lrdalam 

artinya pelran kelpelmimpinan pelrelmpulan dalam politik dipe lrlulas tidak hanya di 

lelmbaga-lelmbaga nelgara, teltapi julga di lelmbaga-lelmbaga politik lainnya se lpelrti partai 

politik dan parlelmeln. 32  Pada dasarnya ada belrbagai cara re lkrultmeln politik  yang 

belrbelda-belda selsulai delngan buldaya politik yang ada di dalam partai itu l selndiri, namuln 

idelalnya pelmilihan partai  tidak bole lh belrdasarkan asmara, dimana anggota partai 

adalah kellompoknya selndiri, sama-sama kellularga. dan garis ke llas. Melngelnai 

kelanggotaan partai pe lrelmpulan, u lndang-ulndang yang belrlakul saat ini telntang 

pelmbelntulkan, pelrelkrultan dan pelngangkatan anggota parle lmeln melnsyaratkan 

keltelrwakilan pelrelmpulan selkulrang-kulrangnya 30%.33 

Melruljulk pada angka affirmative l action kulota selbelsar 30% dalam hal ini Partai 

Solidaritas Indone lsia melnulrult Keltula Delwan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta E llva 

Farhi Qolbina, su ldah melncapai angka 40%-50% ulntulk pelngulruls pelrelmpulan. Dimana 

kulota ulntulk pelngulruls pelrelmpulan di PSI su ldah mellampauli keltelntulan. Sellain melmang 

suldah mellampauli keltelntulan kulota, para pelngulruls pelrelmpulan di PSI ini banyak 

melnulnjulkkan elksistelnsi nya dalam kancah politik. Pada tahu ln 2021 julmlah 

kelpelngulrulsan Partai Solidaritas Indone lsia di DPW ada 7 posisi, dimana 3 diantaranya 

adalah pelngulruls pelrelmpulan. Pelngulruls pelrelmpulan ini me lnduldulki jabatan yang 

stratelgis dalam kelpelngulrulsan partai yakni se lbagai selkreltaris, wakil se lkreltaris dan 

wakil belndahara. Eksistensi pengurus perempuan ini menjadi relevan dengan teori 

kepemimpinan Fred Fiedler. Fred Fiedler mengembangkan teori kontingesi dimana 

                                                             

31Ibid, hlm 258 
32Diah Y. Suradiredja & Syafrizaldi Jpang (2019), Perempuan Di Singgasana Lelaki (Atlas Pemimpin 

Perempuan Indonesia), (Jakarta: Kompas Gramedia), hlm. 226. 
33Ida Farida (2019), Gerakan Politik Gender (Perspektif Sumber Daya Manusia Dan Organisasi), 

(Yogyakarta: Lontar Mediatama), hlm. 160. 
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efektifitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Gaya kepemimpinan dapat berupa 

motivasi tugas atau motivasi hubungan. Motivasi tugas yang diemban oleh pengurus 

perempuan di DPW PSI mampu membuat situasi membaik, dari wakil sekretasir 

menjadi sekretaris dan dari sekretaris menjadi ketua. Selbagaimana di u lngkapkan julga 

olelh E llva Farhi Qolbina: 

 

 ”Di Partai Solidaritas Indonelsia selndiri ulntulk kaulm pelrelmpulan kulota 

yang ada suldah mellelbihi 30%, ada selkitar 40%-50% kulota kaulm pelrelmpulan 

di Partai Solidaritas Indone lsia. Banyak dari pelngulruls pelrelmpulan Partai 

Solidaritas Indonelsia yang melmiliki kompeltelnsi. Baik itul kompeltelnsi di 

lapangan maulpuln kompeltelnsi selcara administrasi. Pada tingkat DPW, 

kelbultulhan pelngulruls pelrelmpulan lelbih kel konselptor dan yang paling pelnting 

adalah para pelngulruls-pelngulruls partai ini melmiliki komulnikasi yang baik. 

Dalam Partai Solidaritas Indonelsia para kaulm pelrelmpulan culkulp 

melrelprelselntasikan. Dalam stru lktulr kelpelngulrulsan partai di DPW, para kau lm 

pelrelmpulan yang melnjabat tidak hanya dari 1 golongan. Namu ln ada dari 

belbelrapa golongan. Kelpelmimpinan pelrelmpulan dalam Partai Solidaritas 

Indonelsia di DPW ju lga akan telruls belrulsaha ulntulk melngoptimalkan posisi 

yang suldah dicapai. Sellakul Keltula DPW PSI DKI Jakarta me lyakinkan bahwa 

Partai Solidaritas Indonelsia ini akan melnjadi partai yang nyaman khu lsulsnya 

ulntulk kaulm pelrelmpulan.”34 

 

Dan dipelrkulat olelh keltelrangan Patriot Mu lslim: 
 

 ”Ulntulk ju lmlah kelpelngulrulsan Partai Solidaritas Indone lsia kaulm 

pelrelmpulan suldah melmelnulhi kulota selbanyak minimal 30% selsulai delngan 

Ulndang-Ulndang. Para pelngulruls pelrelmpulan ini sangat culkulp ulntulk bisa 

melrelprelselntasikan kau lm pelrelmpulan itul selndiri dalam partai. Apabila dilihat 

dari selgi latar bellakang para pelrelmpulan didalam Partai Solidaritas 

Indonelsia, melrelka mulncull dari belrbagai kalangan selpelrti aktivis, profelsional 

dll. Pu ln di lihat dari soal isul-isul gelndelr, para kalangan ini dapat dikatakan 

culkulp mellelk telntang isul-isul politik yang ada. Selhingga kelpelmimpinan 

pelrelmpuln dalam Partai Solidaritas Indonelsia dapat dikatakan yang paling 

belrani belrbelda dan paling progre lsif. Dan hal itu llah culkulp melmbulat 

                                                             

34Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
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kelpelmimpinan di Partai Solidaritas Indone lsia ini belrbelda delngan partai 

politik lainnya.”35 
 

Penjelasan diatas bahwa eksistensi perempuan dalam politik khususnya di 

Partai Solidaritas Indonesia sangat eksis karena dapat melampaui  kuota 30%. 

Eksistensi para pengurus perempuan dalam kepengurusan partai politik di DPW PSI 

tidak perlu diragukan lagi karena pengurus perempuan tidak hanya sekedar hadir 

namun juga para pengurus perempuan yang memiliki kompetensi dan perannya 

tersendiri dalam partai.  Kompetensi yang dimiliki membawa para pengurus 

perempuan ini kedalam jabatan yang strategis. Peran pengurus perempuan juga 

menjadikan partai PSI semakin maju. 

 

Simpulan 

 Berdasarkan paparan diatas serta hasil dari wawancara dengan Elva Farhi 

Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta dan Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu 

DPW PSI DKI Jakarta terkait eksistensi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan 

Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa Kuota 30% 

perempuan yang berpolitik di DPW PSI DKI Jakarta sudah mencapai syarat yang 

ditentukan UU dan bahkan lebih. Sellain melampaui kuota, kepengurusan Politik 

perempuan di Partai Solidaritas Indonesia juga telah menunjukkan eksistensinya di 

ranah politik. Pada tahun 2021 struktur kepengurusan partai di DPW PSI DKI Jakarta 

terdiri dari 7 posisi, yakni ketua, wakil ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, Sekretaris, 

wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara yang dimana pada 3 posisi strategis 

dari 7 posisi dalam struktur kepengurusan diduduki oleh perempuan sebagai berikut, 

posisi sekretaris di jabat oleh Ellva Farhi Qolbina yang kemudian pada tahun 2023 ini 

belliau naik jabatan ke posisi top yakni ketua DPW PSI DKI Jakarta. Posisi selanjutnya 

                                                             

35Wawancara pribadi dengan Bro Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta, yang 

dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023. 
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adalah wakil sekretaris di jabat oleh Allya Natasya Auror yang pada tahun 2023 ini 

sudah naik posisi jabatan sebagai sekretaris dan yang terakhir posisi wakil bendahara 

yang di jabat oleh Dina Triana. Dalam hal ini eksistensi para pengurus perempuan di 

dalam kepengurusan partai sudah terbukti eksis dengan baik, tidak hanya pada posisi 

jabatan namun juga karena kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus perempuan 

pada bidangnya yang membuat keberadaannya semakin eksis 

 Kepemimpinan politik perempuan di DPW PSI DKI Jakarta cukup berbeda 

dengan kepemimpinan partai politik lain dimana pada posisi ketua dijabat oleh seorang 

perempuan yang bernama Ellva Farhi Qolbina dan pada tingkat provinsi, Partai 

Solidaritas Indonesia ini adalah satu satunya partai politik yang pemimpinnya adalah 

perempuan. Kehadiran pengurus perempuan di DPW PSI DKI Jakarta tidak hanya 

sekedar memenuhi kuota 30%, namun pengurus perempuan ini juga ikut serta dalam 

perumusan rancangan kebijakan dengan menerapkan praktik-praktik kebijakan yang 

sudah dibuat dan juga mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan di tubuh Partai. 
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